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BAB II TINJAUAN PUSTAKA


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pemeriksaan Internal

Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka semakin menambah beban bagi pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan yang semakin meluas sebagai akibat dari meningkatnya kegiatan rutin, meluasnya daerah usaha serta desentralisasi organisasi. 

Seiring dengan hal diatas maka beberapa wewenang dan tanggung jawab manajemen didelegasikan kepada beberapa orang. Dari meluasnya wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan, manajemen merasa perlu adanya suatu bagian khusus yang dapat melakukan tugas pengawasan atas keseluruhan kegiatan perusahaan, yaitu pemeriksaan internal. Pemeriksaan Internal atau yang sering disebut internal auditing dapat timbul karena adanya kebutuhan manajemen untuk mengetahui seberapa baik pekerjaan yang didelegasikan telah dikerjakan. Apabila suatu perusahaan masih relatif  kecil, pemeriksaan dapat dilakukan sendiri oleh pihak manajemen, sedangkan untuk perusahaan yang berskala besar , sangatlah sulit bagi pemilik dan pihak manajemen untuk melakukan pemeriksaan sendiri.

 Selain itu banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari pihak pemegang saham atau pemilik yang menyebabkan perlu dibentuknya tim pemeriksa seperti, apakah setiap karyawan bekerja dengan efektif ?. Apakah kebijaksanaan yang diterapkan perusahaan masih sesuai dengan kondisi yang ada saat ini ?. Untuk dapat menjawab semua pertanyaan diatas pemilik memerlukan bantuan,  yaitu dengan mendelegasikan wewenang kepada seseorang untuk bertanggung jawab langsung dalam mengawasi aktivitas perusahaan serta melaporkannya kepada pihak manajemen atau kepada pemilik.

2.1.1. Pengertian Pemeriksaan Internal


Pemeriksaan internal merupakan suatu alat yang independen yang dapat digunakan untuk menghubungkan pimpinan perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1997 : 11) dalam “Standar Profesional Audit Internal” pengertian pemeriksaan internal adalah : “Pemeriksaan Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan”.

Pengertian Pemeriksaan Internal menurut Mulyadi (2002 : 211) dalam bukunya “Auditing” didefinisikan sebagai berikut :

Pemeriksaan Internal adalah suatu proses penilaian bebas yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, dan rekomendasi dan komentar-komentar yang penting terhadap kegiatan manajemen.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan internal merupakan pemeriksaan yang bersifat independen yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional yang ada di perusahaan yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan agar menutup kemungkinan adanya penyimpangan atau kecurangan dalam kegiatan tersebut.

2.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Internal


Tujuan dari pemeriksaan internal adalah untuk membantu seluruh anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberikan mereka analisis, penilaian, rekomendasi,  petunjuk dan informasi kegiatan yang sedang diperiksa. 


Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Mulyadi (2002 : 211) dalam  bukunya “Auditing” pemeriksaan internal harus melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.

2. Penentuan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Ruang lingkup pemeriksaan internal meliputi perencanaan pemeriksaan,pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian internal dari perusahaan yang bersangkutan, serta atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan.

Menurut konsep yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1997 : 99-100) dalam bukunya “Standar Profesional Audit Internal” pemeriksaan internal harus meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,  mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.

2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, ,dan peraturan yang dapat berakibat pentinng terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

3. Mereview berbagai cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu,  memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.

5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.3. Independensi dan Objektivitas Pemeriksaan Internal


Pemeriksaan internal harus bersifat mandiri dan tidak terkait berbagai kegiatan yang akan diperiksa. Pemeriksaan internal baru dapat dianggap mandiri jika dapat melaksanakan pekerjaanya secara bebas dan objektif. Kemandirian pemeriksaan internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tidak didasari oleh suatu prasangka dimana sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan pemeriksaan internal yang tepat.


Independensi dan objektivitas merupakan hal yang sangat penting dalam profesi akuntan publik. Profesi ini timbuk karena adanya kebutuhan masyarakat khususnya perusahaan dalam menentukan pihak yang dapat dipercaya dalam menilai kewajaran informasi keuangan yang diberikan manajemen dalam suatu laporan keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut maka profesi akuntan publik harus mempertahankan independensi dan objektivitasnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam melaksanakan pekerjaan auditnya.


Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi lebih banyak ditentukan oleh faktor dari luar pemeriksa itu sendiri, sedangkan objektivitas lebih banyak bersumber dari dalam diri pemeriksa internal sendiri.   

2.1.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Internal


Bagian pemeriksaan internal (audit internal) merupakan bagian integral dari organisasi dan berfungsi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior atau dewan komisaris. Tujuan pemeriksaan internal yaitu memantau kinerja pengendalin dalam suatu kesatuan usaha. Wewenang dan tanggung jawab bagian pemeriksaan internal harus dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis yang formal misalnya dalam anggaran dasar organisasi. Pimpinan pemeriksaan internal harus mendapat persetujuan manajemen sehubungan dengan anggaran dasar organisasi tersebut.
Anggaran dasar harus menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa bagian pemeriksaan internal tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa.

Tanggung jawab pemeriksaan internal menurut pendapat yang dikemukakan Bambang Hartadi (1999 : 22-23) dalam bukunya “Audit Internal” meliputi hal sebagai berikut :

1. Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang berhubungan, yang terdiri dari :

a. Memberi pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur.

b. Mengembangkan atau memperbaiki prosedur.

c. Memberikan penilaian terhadap personalia.

d. Saling bertukar pikiran atau menstandarkann metode data.

2. Verifikasi dan analisis data, yang menyangkut :

a. Penelaahan data yang dihasilkan sistem akuntansi, guna membuktkan bahwa laporan yang dihasilkan adalah benar (valid).

b. Membuat analisis-analisis lebih lanjut untuk memberi dasar atau membantu menghasilkan suatu kesimpulan.

3. Verifikasi kelayakan yaitu untuk menentukan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :

a. Prosedur akuntansi atau kebijakan lainnya yang telah dilakukan.

b. Prosedur operasional atau kegiatan yang telah diikuti.

c. Peraturan-peraturan pemerintah yang telah dilakukan.

d. Kewajiba-kewajiban yang bersangkutan denga kontrak yang telah dipenuhi.

4. Fungsi perlindungan untuk ;

a. Menghindari dan menemukan penggelapan, dan kecurangan.  

b. Memeriksa semua kekayaan perusahaan.

c. Meneliti transaksi denga pihak luar.

5. Melatih dan memberi bantuan kepada karyawan perusahaan terutama bidang akuntansi.

6. Jasa-jasa lainnya, termasuk penyelidikan khusus dan membantu pihak luar seperti kantor akuntan (yang memeriksa laporan keuangan secara periodik), atau konsultan lainnya dan yang berkepentingan dengan data kegiatan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemeriksaan internal banyak menyangkut review, menetapkan dan memantau kebijakan serta prosedur yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi.

2.1.5. Program Pemeriksaan Internal 


Program pemeriksaan internal adalah rencana prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa (auditor). Di dalam melaksanakan program pemeriksaan,  tindakan yang dilakukan harus dapat disesuaikan dengan kondisi pada saat melaksanakan pemeriksaan serta dilakukan secara terperinci.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002 : 104) dalam bukunya “Auditing” program pemeriksaan adalah : “Program pemeriksaan merupakan suatu alat yang bermanfaat dalam menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit”.

Jika pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan lengkap maka dapat diketahui hubungan antara masing-masing prosedur pemeriksaan. Oleh karena itu dalam penyusunan program pemeriksaan internal perlu dipertimbangkan unsur-unsur pendukungnya dari segi teknis, tenaga , biaya dan lain sebagainya. Hiro Tugiman (1997 : 58) dalam “Standar Profesional Audit Internal”menyebutkan program pemeriksaan haruslah :

1. Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis, penafsiran dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan.

2. Menetapkan tujuan pemeriksaan.

3. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses, dan transaksi yang akan diteliti.

5. Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan.

6. Menetapkan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan perubahan apabila dipandang perlu selama proses pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam melaksanakan program pemeriksaan diperlukan adanya suatu perencanaan, pengalaman dan kebijaksanaan pemeriksa. Dan untuk menetapkan suatu pemeriksaan , kriteria yang paling penting adalah penilaian terhadap pengendalian internalnya. Sedangkan kriteria lainnya yang memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam yaitu tingkat materialitas dan penaksiran risiko. Untuk itu dalam melaksanakan suatu pemeriksaan, seorang pemeriksa dituntut agar dapat memenuhi kriteria-kriteria diatas.


Dalam membuat suatu program pemeriksaan, diperlukan tahapan-tahapan yang meliputi hal sebagai berikut :

1. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pemeriksaan.

2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang aktivitas yang akan diperiksa.

3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.

4. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu.

5. Melaksanakan survai secara tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko, dan pengawasan untuk mengidentifikasi area yang harus ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.

6. Penulisan program pemeriksaan.

7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan.

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.

Maka dari uraian diatas pembuatan program pemeriksaan sangat berguna dengan pelaksaan pemeriksaan, sebab program pemeriksaan dapat menunjukan luasnya tanggung jawab pemeriksaan dari setiap prosedur pemeriksaan, program pemeriksaan dapat memajukan cara kerja dan staf pemeriksa, serta program pemeriksaan yang memadai diharapkan dapat menghemat waktu.

2.1.6. Kertas Kerja Pemeriksaan


Kertas kerja (working paper) merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara catatan klien dengan laporan audit (pemeriksaan). Oleh karena itu kertas kerja merupakan alat yang sangat penting dalam menunjang profesi akuntan publik. Dalam proses yang dijalankannya pemeriksa harus mengumpulkan berbagai tipe bukti untuk dapat mendukung kesimpulan dan pendapat atas suatu laporan keuangan yang dapat digunakan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan serta sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemeriksaan tahun-tahun berikutnya.


Pengertian kertas kerja menurut Mulyadi (2002 : 100) dalam bukunya “Auditing” didefinikan sebagai berikut :

Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggrakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya”.

Sedangkan pengertian kertas kerja dalam “Standar Profesional Audit Internal”menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1997 : 63)

adalah : “Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit internal”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kertas kerja pemeriksaan merupakan semua catatan yang menyangkut informasi atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa untuk menunjang pekerjaannya. Dengan kertas kerja pemeriksaan seorang pemeriksa dapat menyusun laporan hasil pekerjaanya kepada klien, serta dapat membuktikan kemampuanya dalam melaksanakan pemeriksaan. 


Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002 : 101) dalam “Auditing” terdapat empat tujuan penting pembuatan kertas kerja yaitu :

1. Mendukung pendapat auditor atau pemeriksa atas laporan keuangan yang telah diaudit.

2. Menguatkan kesimpulan auditor dan kompetensinya.

3. Mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit.

4. Memberikan pedoman dalam audit berikunya.
2.1.7. Langkah-langkah pemeriksaan Internal


Langkah-langkah pemeriksaan internal menurut konsep yang dikemukakan oleh Gil Courtemanche (1997 : 233) dalam bukunya “Internal Auditing” yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh yang disebut sebagai proses pemeriksaan yaitu :

1. Menentukan tujuan pemeriksaan.

2. Mengidentifikasi kriteria pengevaluasian yang pantas.

3. Mengumpulkan dan menganalisis fakta.

4. Membandingkan antara fakta dan kriteria pengevaluasian. 

5. Menarik kesimpulan.

6. Memberikan rekomendasi bila dipandang perlu.

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan Mulyadi (2002 : 148) dalam buku “Auditing” dalam melaksanakan penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal untuk menentukan kekuatan dan kelemahan  pengendalian internal tersebut maka diperlukan adanya pengujian yang dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Pengujian analitik (analytical test).

2. Pengujian pengendalian (test of control).

3. Pengujian Subtantif (subtantif test).
Pengujian analitik yaitu pengujian yang dilakukan oleh pemeriksa (auditor) dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pengujian analitik ini dilakukan dengan tujuan membantu pemeriksa dalam memahami bidang usaha atau obyek pemeriksaan dan menemukan bidang yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Prosedur analitik ini dilakukan melalui penghitungan analisis rasio, serta penghitungan analisis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan.

Pengujian pengendalian merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal suatu obyek pemeriksaan. Menurut pendapat Mulyadi (2002 : 149) dalam buku “Auditing” pengujian pengendalian tersebut ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Frekuensi pelaksaan aktivitas pengendalian.

2. Mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian.

3. Karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian.

Pengujian subtantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan dan ketidakberesan yang langsung mempengaruhi ketidakwajaran laporan keuangan. Terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan kemungkiknan terjadi karena adanya kesalahan dalam :

1. Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

2. Tidak diterapkannya prinsip akuntansi di Indonesia.

3. Ketidak konsistensian dalam penerapan prinsip akuntansi bnerterima umum di Indonesia.

4. Ketidaktepatan pisah batas (cut off) pencatatan transaksi.

5. Perhitungan (penambahan, pengurangan, pengalian dan pembagian).

6. Pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi.

7. Pencantuman pengungkapan (disclosure) unsur tertentu dalam laporan keuangan.

2.1.8. Laporan Hasil Pemeriksaan Internal


Sesuai dengan tugas yang dilaksanakan seorang pemeriksa (audit) wajib memberikan laporan hasil pekerjaanya kepada pimpinan perusahaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan memberikan informasi kepada pemakai laporan tentang pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa serta informasi yang telah dhasilkan.


Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu laporan pemeriksaan internal yang baik dalam  menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman  (1997 : 68-74) dalam buku “Standar Profesional Audit Internal” adalah sebagai berikut : 

1. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (audit axamination) selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara formal atau informal.

2. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir.

3. Suatu laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif,  dan tepat waktu.

4. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan, dan bila dipandang perlu laporan harus berisikan penyataan tentang pendapat pemeriksa.

5. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan korektif.

6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.

7. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa lapoaran tersebut akan dilaporkan.  

Pelaporan merupakan bagian yang penting dalam proses pemeriksan internal. Karena laporan pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai tindakan yang harus dilakukan agar pengendalian internal berjalan dengan efektif.

2.2. Pengendalian Internal


Dalam suatu perusahaan dimana ruang lingkup pekerjaannya selalu bertambah luas sehingga mengakibatkan semakin kompleknya suatu struktur organisasi. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem pengendalian internal yang dapat membantu manajemen dalam melakukan tugasnya.

2.2.1. Pengertian Pengendalian Internal  

Pelaksanaan pengendalian internal dapat mempengaruhi keberhasilan tercapainya tujuan perusahaan, oleh karena itu pihak manajemen perlu menciptakan kondisi pengendalian internal yang baik serta berjalan dengan efektif. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Arens and Loebbecke yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf (1996 : 258) dalam “Auditing Pendekatan terpadu”, pengendalian internal didefinisikan sebagai berikut : “ Pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting dapat dicapai”.

Sedangkan menurut konsep yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002 : 180) dalam bukunya “Auditing”  pengendalian internal di artikan sebagai berikut :

Proses yang dijalankan dewan komisaris,  manajemen,  dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

1. Keandalan pelaporan keuangan.

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

Dari definisi diatas dapat ditarik beberapa konsep dasar pengendalian internal. yaitu:

1. Pengendalian Internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengendalian internal dijalankan oleh seseorang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya.

3. Pengendalian internal diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai kepada komisaris, dan manajemen.

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.2.2. Tujuan Pengendalian Internal


Suatu sisetm pengendalian internal bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya serta dapat melindungi perusahaan dengan menekan tingkat pemborosan dan penyimpangan sekecil mungkin, dan dapat meningkatkan efisiensi kerja dari karyawan perusahaan,  sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.3. Unsur-unsur Pengendalian Internal


Agar dapat mencapai tujuan perusahaan, maka diperlukan pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal yang memadai yaitu pengendalian internal yang memenuhi unsur-unsur yang berlaku di perusahaan. Menurut Mulyadi (2002 : 183) unsur –unsur tersebut terdiri dari lima kategori, yaitu ;

1. Lingkungan pengendalian.

2. Penaksiran risiko.

3. Informasi dan komunikasi.

4. Aktivitas pengendalian.

5. Pemantauan.

Kelima kategaori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian yaitu tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik suatu usaha terhadap pentingnya pengendalian internal. Untuk tujuan pemahaman dan penetapan lingkungan pengendalian terdapat unsur penting yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Integritas dan nilai-nilai etika.

Intgritas dan nilai-nilai etika merupakan produk standar etika dan perilaku serta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam kenyataannya. Dalam praktek yang dijalankan, efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannnya. Nilai integritas serta etika tersebut dikomunikasikan oleh manajemen melalui personal behaviour dan operational behaviour. Melalui personal behavior manajemen mengkomunikasikan integritas serta nilai etika melalui tindakan individual mereka, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diamati oleh karyawan lainnya. Sedangkan melalui operational behavior, manajemen perlu mendesain suatu sistem yang digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan yang berdasarkan nilai integritas serta nilai-nilai etika.

2. Komitmen terhadap kompetensi.

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen untuk kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan.

3. Falsafah manajemen dan gaya operasi.

Falsafah adalah seperangkat keyakinan dasar (basic beliefs) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Falsafah merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Dalam kegiatan usaha manajemen memiliki falsafah tersendiri yang meletakkan kejujuran senagai dasar usahanya. Laporan keuangan perusahaan akan digunakan sebagai alat manajemen untuk mencerminkan kejujuran dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada siapa saja yang berhubungan dengan usaha mereka. Dengan demikian falsafah tersebut menjadi warna unik perusahaan dalam melaksanakan usaha mereka.

Gaya operasi mencerminkan ide manajemen tentang bagaimana operasi suatu kegiatan harus dilakukan. Ada manajemen puncak perusahaan yang lebih memilih gaya operasi yang condong pada pemusatan kekuasaan ditangan beberapa gelintir manajemen puncak (sentralisasi), dan ada manajemen yang lebih memilih gaya operasi yang condong pada desentralisasi kekuasaan ke tangan manajemen menengah dan bawah. Manajemen dengan gaya operasi sentralisasi memerlukan adanya alat kontrol yang cenderung berbiaya tinggi, karena sense of control tidak tumbuh didalam diri manajemen menengah dan bawah. Manajemen yang lehih memilih gaya operasi yang bersifat desentralisasi akan meletakkan peran perencanaan dan pengendalian alokasi sumber ekonomi di tangan manajemen menengah ke bawah. Dengan gaya operasi ini sense of control akan tumbuh di dalam diri manajemen menengah ke manajemen bawah sehingga biaya pengendalian cenderung rendah.

4. Struktur organisasi.

Struktur organisasi adalah satuan usaha yang membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Hal ini juga biasanya menghubungkan garis arus komunikasi. Dengan memahami struktur organisasi klien, pemeriksa (auditor) dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional usaha dan menaksir bagaiman kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dilaksanakan.

5. Dewan Komisaris atau Komite Audit.

Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya yang aktif dan menilai aktifitas manajemen. 

Komite audit biasanya dibebani tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup strruktur pengendalian internal dan ketaatan kepada undang-undang dan peraturan. Agar menjadi lebih efektif, komite audit harus memelihara komunikasi yang terus menerus dengan baik pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal. Hal ini memungkinkan pemeriksa (audit) dan komite audit membahas masalah yang berkaitan. 

6. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab.

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pelimpahan wewenang yang jelas organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu pelimpahan wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika kepada seorang manajer dibebankan wewenang yang terlalu banyak hal ini akan mengakibatkan timbulnya iklim yang mendorong ketidakberesan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

7. Kebijakan dan Prosedur Kepegawaian. 

Aspek penting dalam suatu pengendalian adalah pegawai. Jika pegawainya kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian yang lain boleh ditiadakan tetapi laporan keuangan akan tetap dihasilkan. Karena pentingnya pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang efektif, metode bagaimana mererka direkrut, dievaluasi dan digaji menjadi bagian yang penting dari struktur pengendalian internal.

Penaksiran Risiko


Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengolahan resiko satuan usaha yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia. Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain serta implementasi aktivitas penngendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keaadaan, seperti :

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.

2. Perubahan standar akuntansi.

3. Hukum dan peraturan baru.

4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.

5. Pertumbuhan pesat, yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut.

Informasi dan Komunikasi


Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu kesatuan usah serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang kesatuan usaha tersebut. Menurut Mulyadi (2002 : 189) dalam buku “Auditing” sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat atau terjadi adalah :

1. Sah.

2. Telah diotorisasi.

3. Telah dicatat.

4. Telah dinilai secara wajar.

5. Telah digolongkan secara wajar..

6. Telah dicacat dalam periode yang seharusnya.

7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

Komunikasi mencakup penyampaian informasi semua kepada personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain baik yang berada di dalam maupun diluar organisasi. Komunikasi mencakup pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam kesatuan usaha. 

Aktivitas Pengendalian


Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petrunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan satuan usaha. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan pemeriksaan atas laporan keauangan dapat digolongkan kedalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah :

1. Pengendalian pengolahan informasi.

a. Pengendalian umum.

b. Pengendalian aplikasi.

(1)  otorisasi memadai

(2) Perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai.

(3) Pengecekan secara indepemnden.

2. Pemisahan fungsi yang memadai.

3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.

4. Review atas kinerja.
  

Pemantauan.


Pemantauan atas proses penilaian efektivitas rancangan dan operasional struktur pengendalian internal secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian internal, Laporan pemeriksa internal, laporan penyimpangan atas aktivitas pengendalian, laporan dari bank sentral, umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan.

2.2.3. Keterbatasan Pengendalian Internal  


Untuk mencapai pengendalian internal yang memadai, maka perlu diketahui unsur-unsur yang ada didalamnya, walaupun sistem pengendalian internal tersebut telah ditetapkan secara memadai, tetapi masih terdapat batasan-batasan tertentu yang menyebabkan pengendalian internal tersebut tidak dapat berfungsi sebagaiman mestinya. Keterbatasan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002 : 181) dalam bukunya “Auditing” yang melekat dalam setiap pengendalian internal yaitu ;

1.  Kesalahan dalam pertimbangan.

2. Gangguan.

3. Kolusi.

4. Pengabaian oleh manajemen.

5. Biaya lawan manfaat.


Dari keterbatasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Yaitu kesalahan yang seringkali dilakukan baik itu oleh manajemen atau personel lain dalam mempertimbangkan keputusan dalam bisnis yang dilaksanakan karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian internal yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena suatu kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

3. Kolusi

Kolusi yaitu tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi dapat mengakibatkan boboknya pengendalaian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan satuan usaha dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen.

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

2.3. Hubungan Pemeriksaan Internal Dengan Pengendalian Internal


Seperti yang telah duraikan diatas bahwa tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan yaitu : (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan perturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi. Untuk mencapai tujuan tersebut pihak manajemen memerlukan bantuan dari pihak lain yaitu pihak pemeriksa atau auditor untuk dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan fungsinya serta untuk dapat memantau sampai sejauh mana kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dilaksanakan. 

Dalam melaksanakan pemeriksaan internal yang efektif diperlukan kerjasama antara staf pemeriksa yang independen dari bagian operasi dan akuntansi. Pemeriksaan internal ditujukan untuk menilai sampai sejauh mana efektifitas pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan serta penilaian terhadap kulitas dari kinerja organisasi. Dengan adanya pemeriksaan internal diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas berbagai penyimpangan dalam kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang telah ditetapkan serta dapat memberikan jalan keluar bagi pihak manajemen dalam mencitakan suatu sistem pengendalian internal yang efektif.

2.4. Efektivitas


Untuk mencapai tujuan perusahaan, setiap perusahaan perlu melakukan aktivitasnya secara lebih efektif dan efisien tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.4.1. Pengertian Efektvitas


Menurut pendapat Stones, Freeman dan Gilberth yang dialih bahasakan oleh Alexander Sindoro (1996 : 63) dalam bukunya “Manajemen” efektivitas didefinisikan sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai melakukan hal yang tepat”.

Dari definisi diatas, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) suatu pusat pertanggung jawaban dengan sasaran yang ingin dicapai. Semakin besar nilai kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran tersebut, maka semakin efektiv proses kerja. 

Agar dalam pelaksanaan pengendalian internal menjadi efektif diperlukan adanya pemeriksaan internal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan efektivitas dari suatu kegiatan, karena kegiatan pemeriksaan internal berfungsi untuk menilai, menguji dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi tentang aktivitas pengendalian yang telah dilakukan perusahaan.

2.5. Pembelian


Untuk melangsungkan kegiatan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, diperlukan adanya berbagai kegiatan perusahaan yang dapat menunjang proses produksi diantaranya adalah kegiatan pembelian. Oleh karena itu pembelian merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan.

2.5.1. Pengertian Pembelian


Kegiatan pembelian merupakan kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam hal pengadaan barang. Kegiatan pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian tunai dan pembelain secara kredit.

Menurut Mulyadi (2001 : 299) dalam bukunya “Sistem Akuntansi” pengertian pembelian adalah : “Pembelian (purchasing) merupakan suatu kegiatan dalam pengadaan barang yang di perlukan perusahaan”. 

Untuk mencegah kesalahan dalam pembelian bahan baku maka perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan anggaran rutin yang harus dikeluarkann yang berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus di beli perusahaan di waktu yang akan datang.


Apabila pembelian bahan baku relatif kecil maka memungkinkan timbulnya resiko terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta dapat timbul biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti.


Untuk menjaga kelancaran proses produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah bahan baku tetapi harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan baku dilakukan agar bahan baku dapat datanng tepat pada waktunya . Bahan baku yang datang terlambat akan mengganggu kelancaran proses produksi sehingga timbul biaya yang dikeluarkan (stock out cost). Sebaliknya jika bahan baku datang terlalu awal maka akan menimbulkan masalah dalam tempat penyimpanan dan harus menaggung biaya pemeliharaan ekstra. Biaya yang terpaksa dikeluarkan karena bahan baku datang terlalu awal disebut extra carrying cost.
2.5.2. Klasifikasi Pembelian


Menurut pendapat La Midjan dan Azhar Susanto (2001 : 126-127) dalam “Sistem Informasi akuntansi” klasifikasi pembelian yang mendukung sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut :

1. Pembelian secara tunai.

2. Pembelian secara kredit.

3. Pembelian secara tender.

4. Pembelian dengan cara impor.

5. Pembelian dipasar berjangka atau future trading.
6. Pembelian secara komisi.

7. Pembayaran secara cicilan pada sewa guna usaha (leasing).
8. Pembelian kontrak.

9. Pembelian melalui perantara.

10. Pembelian secara remburs
Dari klasifikasi pembelian yang mendukung sistem akuntansi pembelian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pembelian secara kontan.


Pembelian secara kontan atau tunai yaitu pembelian yang dilakukan secara cash atau carry.

Pembelian secara kredit


Pembelian secara kredit yaitu pembelian yang mendapat fasilitas pembayaran lebih dari satu bulan.

Pembelian secara tender


Pembelian secara tender yaitu pembelian yang dilaksanakan apabila menyangkut pengadaan barang dengan nilai nominal yang sangat besar.

Pembelian dengan cara Impor


Pembelian dengan cara impor yaitu transaksi pembelian yang menggunakan prosedur impor dengan memanfaatkan letter of credit (L/C).
Pembelian dipasar berjangka atau future trading


Pembelian di pasar berjangka merupakan pembelian atas barang-barang yang telah memiliki standar kualitas yang ditawarkan dipasar berjangka, selain kualitas telah terjamin juga dapat menutup kemungkinan adanya kerugian karena kenaikan harga. 

Pembelian secara komisi


Pembelian bersifat komisi yaitu pembelian yang bersifat titipan atas barang-barang yang terjual kemudian dibayar.

Pembelian secara cicilan pada sewa usaha (leasing)

Pembelian secara cicilan yaitu suatu cara dimana harga atas barang dibayar secara mencicil setelah diperhitungkan dengan bunga bank.

Pembelian Kontrak


Pembelian kontrak merupakan suatu pembelian dengan menggunakan prosedur kontrtak yang memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pembelian melalui perantara



Pembelian melalui perantara yaitu merupakan suatu jenis pembelian yang menggunakan jasa komisioner atau makelar sebagi perantara dalam pembelian untuk jasa yang mereka berikan, mereka mendapatkan komisi atau provisi.

Pembelian secara remburs


Pembelian secara remburs yaitu pembelian yang pembayarannya lebih dilakukan kepada pembawa atau yang mengangkut barang.

2.5.3. Fungsi Yang Terkait Dalam Transaksi Pembelian


Dalam melakukan transaksi pembelian ada benerapa fungsi yang terkait didalamnya, yaitu ;

1. Fungsi gudang.

2. Fungsi pembelian.

3. Fungsi penerimaan.

4. Fungsi Akuntansi.

Fungsi Gudang


Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan.

Fungsi Pembelian 


Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang akan dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih.

Fungsi Penerimaan


Fungsi penerimaan bertanggung jawab  untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang itu diterima oleh perusahaan, serta bertanggung jawab menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur.

Fungsi Akuntansi


Fungsi-fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang,  dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) yang berfungsi sebagai catatan utang atau membuat kartu utang sebagai buku pembantu utang. Sedangkan fungsi pecatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli kedalam kartu persediaan.


Secara garis besar transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini :

1. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian.

2. Fungsi Pembelian meminta penawaran harga dari pemasok.

3. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok.

4. Fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih.

5. Fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok.

6. Fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan.

7. Fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi.

8. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas faktur dari pemasok tersebut fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian.

2..5.4. Dokumen Yang Digunakan Dalam Transaksi Pembelian 


Dalam aktivitas pembelian, diperlukan adanya dokumen-dokumen sebagai alat pendukung dalam transaksi pembelian tersebut. Dokumen-dokumen tersebut, adalah :

1. Surat permintaan pembelian.

2. Surat permintaan penawaran harga.

3. Surat order pembelian.

4. Laporan penerimaan barang.

5. Surat perubahan order.

6. Bukti kas keluar.

Dari  uraian diatas dapat dijelaska bahwa dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian adalah sebagai berikut :

Surat permintaan pembelian


Surat permintaan pembelian merupakan dokumen yang erupa formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jumlah, jenis dan mutu seperti yang tertulis dalam dokumen tersebut.

Surat permintaan penawaran harga


Dokumen yang digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulangkali terjadi, yang menyangkut jumlah pembelian yang besar.

Surat order pembelian


Dokumen yang digunakan untuk memesan barang kepada pemesan yang telah dipilih.

Laporan penerimaan barang


Dokumen yang dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian.

Surat perubahan order pembelian


Formulir yang digunakan pada saat ada perubahan data dalam surat permintaan pembelian seperti perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian (subtitusi) atau hal lain yang bersangkutan degan perubahan desain atau bisnis.

Bukti kas keluar


Dokumen yang dibuat oleh fungsi akuntansi atas dasar pencatatan transaki pembelia. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk membayar utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud dan pembayaran.
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